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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN AGAM -

NOMOR*. Kndg /421.1/ ((g%//PNF-2015
. : »
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM

Menimbang a.  bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK Nusa Bangsa Jorong
Tapian Kandih Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Nomor: 09/Peng-
TK NB/2015 tanggai 28 September 2015 tentang Permohonan Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman
Kanak-kanak;

b. bahwa berdasarkan hasil studi Verifikasi Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan
LS Kecamatan Palembayan Nomor: 421.1/382/DS-2015 kepada lembaga
tersebut di atas diberikan Perpanjanganizin Operasional Penyelenggara
Taman Kanak-kanak;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional TK Nusa
Bangsa Jorong Tapian Kandih Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan
Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
ik Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tenagah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembran
Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4235);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubag, terakhir dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor

3411);
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